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PEMERINTAH KOTA PASURUAN 
 
 
 

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN 
 

NOMOR 23 TAHUN 2011 
 

TENTANG 
 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II 
PASURUAN NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN 

PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PASURUAN, 
 

Menimbang   : a.  bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan 
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 7 Tahun 1998 tentang 
Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C sudah tidak 
sesuai dan harus dicabut;  

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a  perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak 
Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C. 

 
Mengingat   : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

 3.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali 
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12  Tahun  2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 
 
 
 


